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ABSTRACT

Legal protection for patients in therapeutic agreements to ensure fair and equitable access
to health services for the entire community. In practice, health workers are often held legally
accountable if negligence occurs that causes harm to patients. Therefore, legal protection
in the health sector is very important to ensure safe, quality, and equitable health services.
The results of the study show that the legal relationship between doctors and patients is
based on the doctor's obligation to provide clear and complete information regarding the
patient’s health condition, treatment plan, and the risks of medical procedures. Patients have
the right to give or refuse consent for medical procedures performed. This relationship is
regulated in Law Number 17 of 2023 on Health, which underlines the importance of legal
protection for patients in therapeutic agreements.

Keywords: Therapeutic agreement, Patient legal protection, Medical risks, Informed
Consent

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik untuk memastikan akses yang
adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya,
tenaga kesehatan sering dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kelalaian yang
menyebabkan kerugian pada pasien. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam bidang
kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin pelayanan kesehatan yang aman,
berkualitas, dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara
dokter dan pasien didasari pada kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang jelas
dan lengkap mengenai kondisi kesehatan pasien, rencana pengobatan, serta risiko tindakan
medis. Pasien memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan
medis yang dilakukan. Hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17
Tahun 2023, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam
perjanjian terapeutik.

Kata Kunci: Perjanjian terapeutik, Perlindungan hukum pasien, Resiko medis, Informed
Consent

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu. Hak ini tidak hanya
diatur dalam peraturan nasional, tetapi juga dijamin oleh norma-norma internasional. Di
tingkat nasional, hak atas kesehatan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H

ayat (1) perubahan kedua, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera
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lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan
sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Hak atas kesehatan mencakup tidak
hanya aspek fisik tetapi juga kesehatan mental, yang menjadikan kesehatan bersifat holistik
dan menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai kesejahteraan individu.

Hubungan antara dokter dan pasien dalam praktik kedokteran tidak hanya bersifat medis,
tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mendalam. Dalam hukum perdata, perjanjian
merupakan cara untuk memperjelas dan mempertegas hubungan antara dua pihak atau lebih,
salah satunya dalam hubungan dokter-pasien. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh
seorang dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya, yang biasanya
dituangkan dalam dokumen yang dikenal sebagai Informed Consent. Proses ini penting
untuk memastikan bahwa pasien memahami dan menyetujui segala tindakan medis yang
akan diambil, serta mengetahui risiko yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.

Perlindungan hukum bagi pasien menjadi aspek yang sangat krusial dalam praktik
kedokteran. Kasus malpraktik yang menimpa Tatok Poerwanto di Surabaya Eye Clinic, di
mana tindakan medis yang dilakukan oleh dr. Moestidjab tanpa persetujuan yang sah
(Informed Consent) mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis bagi pasien, menjadi
sorotan utama dalam penelitian ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037 PK/PDT/2023
yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari dr. Moestidjab dan PT Surabaya
Eye Clinic menegaskan pentingnya akuntabilitas medis dan perlindungan hak pasien. Kasus
ini menggambarkan betapa pentingnya peran Informed Consent sebagai dasar hukum dalam
tindakan medis serta perlunya adanya perlindungan hukum yang lebih tegas bagi pasien.

Semakin kompleksnya praktik medis, ditambah dengan meningkatnya kesadaran hukum
di masyarakat, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan sejumlah peraturan
yang mengatur standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan medis.
Beberapa undang-undang yang mengatur hak pasien untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan aman, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban tenaga medis, tetapi juga
memberikan perlindungan hukum bagi pasien, salah satunya dalam hal pemberian informasi
dan persetujuan terhadap tindakan medis.

Operasi mata, sebagai salah satu prosedur medis yang sering dilakukan, memiliki tingkat

keberhasilan yang tinggi, namun tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya komplikasi. Hal
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ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Informed Consent sangat penting, baik dalam prosedur
minor maupun mayor. Pasien berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai risiko
dan komplikasi yang mungkin timbul dari tindakan medis yang akan dijalani. Namun, dalam
beberapa kasus, ketidakjelasan atau kurangnya penjelasan tentang tindakan medis yang
dilakukan dapat menimbulkan masalah hukum, sebagaimana terjadi dalam kasus di Klinik
Mata Surabaya yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Perjanjian terapeutik, yang merupakan kesepakatan antara pasien dan dokter untuk
melakukan tindakan medis tertentu, memerlukan pemahaman yang jelas antara kedua belah
pihak. Dalam praktiknya, Informed Consent tidak hanya sekadar tanda tangan pada
dokumen, tetapi lebih pada pemahaman menyeluruh mengenai diagnosis, prosedur, tujuan,
alternatif yang tersedia, serta risiko yang mungkin timbul. Pelanggaran terhadap
prosedur Informed Consent dapat menimbulkan akibat hukum, baik bagi dokter maupun
pasien. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum dapat memberikan
perlindungan yang memadai terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik, serta bagaimana
penyelesaian sengketa medis dapat ditempuh melalui jalur hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan
menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik, dengan studi
kasus pada operasi mata di Klinik Mata Surabaya yang diputuskan dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1037/PK/Pdt/2023. Penelitian ini juga akan mengkaji hubungan
hukum antara dokter dan pasien, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi
pasien dalam konteks Informed Consent dan tanggung jawab dokter dalam pelaksanaan
tindakan medis.

Untuk memfokuskan tulisan ini, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu 1.
Bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik
berdasarkan persetujuan tindakan medis (Informed Consent)? 2. Bagaimana perlindungan
hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak, selain dokter, dalam perjanjian terapeutik pada
kasus operasi mata di Klinik Mata Surabaya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
1037/PK/Pdt/2023?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian
terhadap kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif menganalisis norma atau
peraturan hukum sebagai bagian dari sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum.
Tujuannya adalah untuk memberikan argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai

dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa sesuai atau tidak dengan hukum, serta
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bagaimana seharusnya peristiwa tersebut dipandang dari perspektif hukum. Pendekatan
undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Metode ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji perjanjian terapeutik
antara tenaga kesehatan dan pasien, serta pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat
pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dalam penelitian tersebut, digunakan pendekatan
yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang mengandalkan bahan sekunder
berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis
data dilakukan secara kualitatif untuk memahami implikasi hukum dari perjanjian terapeutik

dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.

PEMBAHASAN
A. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

Berdasarkan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)

Menurut Bahder Johan Nasution hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi
terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah
pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik
memiliki sifat atau ciri yang berbeda, kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini
melakukan upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Transaksi terapeutik adalah suatu
transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang
dilakukan oleh dokter. Menurut hukum, objek dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan
pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagaimana
umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang
mengingatkan diri, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan
pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayana medis.

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pondasi penting dalam dunia Kesehatan,
karena keberhasilan pengobatan tidak hanya bergantung pada keahlian medis, tetapi juga
pada kualitas interaksi antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien merupakan
hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Dokter sebagai health provider (yang

memberikan pelayanan Kesehatan) dan pasien sebagai health receiver (yang menerima

4 Bahder Johan Nesution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.11
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pelayanan Kesehatan).> Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan
kontraktual. Hubungan di mulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap
atau tindakan yang menunjukan kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran, memberi
nomor urut, mencatat rekam medis dan sebagainya. Hubungan kontraktual antara dokter dan
pasien dinamakan kontrak terapeutik.®

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut dikuatkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Terdapat hal-hal khusus dalam transaksi terapeutik. Disini pasien merupakan pihak yang
meminta pertolongan, sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dokter. Untuk
mengurangi kelemahan tersebut, dikenal Informed Consent, yaitu suatu hak pasien untuk
mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis. Informed consent merupakan suatu
kehendak sepihak secara yuridis, yaitu dari pihak pasien, dokter tidak harus turut
menandatanganinya. Pihak pasien dapat membatalkan pernyataan setujunya setiap saat
sebelum tindakan medis dilakukan. Padahal menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu
perjanjian hanya dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, pembatalan sepihak
dapat mengakibatkan timbulnya gugatan ganti kerugian.

Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
290/MENKES/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran) ini juga
menegaskan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus
mendapat persetujuan, dimana persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya
tindakan kedokteran dilakukan. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi
harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan
persetujuan. Jika terjadi keadaan gawat darurat maka untuk menyelamatkan jiwa pasien
dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan
tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan
sebelum dimulainya tindakan. Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran ini harus

dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan.

5 Rinaldi Syahputra, “Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Di Indonesia,” Jurnal Hukum Positum 7,
no. 1 (July 11, 2022): 67-82.

¢ Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan, Cetakan ke 111, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003,
him.1
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Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
disebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran yang disampaikan pada pasien
atau keluarganya harus mencakup beberapa hal, seperti; diagnosis dan tata cara tindakan
kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan
risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang
dilakukan, dan perkiraan pembiayaan. Informasi-informasi yang disebutkan di atas
merupakan kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan secara lengkap sebagai
pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, untuk
menindaklanjuti hak pasien untuk ikut menentukan tindakan yang diambil dalam
penyembuhan penyakitnya.

2. Kecakapan

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila ia pria atau wanita telah berumur 21 tahun,
atau bagi pria apabila belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah. Pasal 1330 KUHPerdata
menyatakan bahwa seseorang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

a. Belum dewasa, menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah belum berumur 21 tahun dan
belum menikah.

b. Berada di bawah pengampuan, yaitu orang yang telah berusia 21 tahun tetapi dianggap
tidak mampu karena ada gangguan mental.

c. Wanita dalam hal yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan dalam hal ini
masih berstatus istri dan pada umumnya semua orang umumnya kepada siapa ketentuan
hukum telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bahwa tidak semua
ketentuan hukum Perdata di atas dapat diterapkan. Bahkan ketentuan mengenai yang berhak
memberikan persetujuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Persetujuan
Tindakan Kedokteran pun dapat dipertimbangkan. Dalam praktiknya, Dokter tidak mungkin
menolak mengobati pasien yang belum berusia 21 tahun yang datang sendirian ke tempat
praktiknya. Permenkes tersebut menyatakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa.

3. Hal tertentu

Ketentuan mengenai hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau bendanya (dalam hal
ini pelayanan medis) yang perlu ditegaskan ciri-cirinya. Objeknya adalah usaha
penyembuhan. Dokter harus berusaha semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit

pasien. Secara yuridis, umumnya termasuk inspanningsverbintennis, yaitu dokter tidak
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memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi dengan
ikhtiar dan keahliannya dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan.
4. Sebab yang halal

Dalam pengertian ini, diperbolehkan menurut hukum. Dengan perkataan lain, objek
hukum tersebut memiliki sebab yang diizinkan. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa
suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesusilaan dan ketertiban umum. Misalnya, dokter dilarang abortus provocatus criminalis
menurut Pasal 348 KUHP.

Hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam perjanjian terapeutik adalah hubungan
yang bersifat kontraktual, meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis
yang formal.” Dasar hukumnya bersumber dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum
perdata (KUHPerdata) dan diperkuat oleh peraturan perundang-undangan di bidang
kesehatan seperti Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Persetujuan
(consent) dari pasien, terutama dalam bentuk informed consent (persetujuan tindakan
medis), merupakan elemen krusial dalam pembentukan perjanjian terapeutik. ni
menunjukkan adanya kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak.

Teori-teori hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik
sebagai berikut :

a. Teori Kontraktual menyatakan bahwa hubungan antara dokter dan pasien
merupakan suatu bentuk perjanjian (kontrak) yang menimbulkan hak dan
kewajiban hukum.

1) Pasien memiliki hak atas pelayanan yang sesuai standar medis dan hak untuk
memberikan atau menolak persetujuan (informed consent).

2) Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis secara profesional dan
sesuai standar pelayanan medis.®

b. Teori Fidusia merupakan teori yang menekankan bahwa hubungan pasien dan
dokter adalah berdasarkan kepercayaan yang tinggi (fidusia). Pasien tidak selalu
memiliki informasi medis yang memadai, sehingga sepenuhnya mempercayakan
keputusan kepada dokter. Dokter memiliki tanggung jawab moral dan hukum
untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien.Hubungan ini lebih dalam dari

7 Ari Yunanto, Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal (Yogyakarta:
Andi Offset, 2024).
8 Hidayat, S. (2012) Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Bandung: Refika Aditama
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sekadar kontrak, karena ada tanggung jawab etis untuk melindungi dan
mengutamakan keselamatan pasien.®

c. Teori Status dalam teori ini, hubungan dokter dan pasien tidak setara, di
mana dokter memiliki otoritas penuh dan pasien bersifat pasif. Teori ini umumnya
dianut pada era lama (model paternalistik). Dalam praktik modern, model ini
sudah ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip autonomi pasien.
Misalnya, dokter langsung mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan pasien
karena merasa lebih tahu.*

d. Teori Perlindungan ini menempatkan pasien sebagai pihak yang lemah atau
rentan sehingga perlu perlindungan hukum yang kuat. Dasar munculnya
prinsip informed consent, hak atas informasi, dan rahasia medis. Dokter harus
memastikan bahwa pasien benar-benar memahami tindakan medis yang akan
dilakukan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Salah Satu Pihak Disamping Dokter
Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Kasus Operasi Mata Di Klinik Mata Surabaya
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/Pk/Pdt/2023
Dalam pelayanan kesehatan masyarakat dasar perlindungan hukum pasien adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien

untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat di lihat dari pelayanan kesehatan termasuk di

dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggung jawaban puskesmas sebagai

penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh pasien dalam hal ini adalah pasien pengguna jamkesmas. Pasien secara umum
dilindungi dalam undang-undang kesehatan dan juga undang-undang perlindungan
konsumen.!!

Menurut Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. perlindungan hukum pasien mencakup dua aspek
utama:

1. Preventif, yaitu melalui regulasi, informed consent, dan edukasi pasien.

2. Represif, yaitu melalui mekanisme pengaduan, gugatan, atau mediasi bila terjadi

kerugian.

° Suharsono, S. Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika
10 Sutrisno,E. Praktik Kedokteran dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta
' Bahder Johan Nasution. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. (Jakarta :Rineka Cipta 2013).
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Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa tindakan medis yang dilakukan
tanpa informed consent merupakan pelanggaran terhadap hak pasien. Selain itu, Mahkamah
Agung juga menilai bahwa dr. Moestidjab dan PT Surabaya Eye Clinic tidak menjalankan
praktik medis sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran, sehingga mengakibatkan
kerugian bagi pasien.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada
pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibat dari
ketidakpuasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi
pasien.’? Kerugian yang dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap tenaga
ksehatan yang melakukan kelalaian/kesalahan. Tetapi tidak semua kerugian dapat
dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan
menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian
dibuat dan yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku
saja dapat dimintakan penggantian.*®

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi dan memenuhi hak serta
memberikan rasa aman kepada saksi dan pasien korban. Perlindungan ini dapat berupa
pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.!* Landasan
perlindungan hukum di Indonesia adalah kebijakan umum yang tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum
berdasarkan Pancasila”. Pelayanan medis merupakan bagian dari persetujuan perawatan dan
pengobatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang
kesehatan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum.
Setiap pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh tim medis atau dokter akan
berakibat pada sanksi hukum, baik pidana, perdata, maupun administrative, sebagai bentuk

perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan.®

12 Yeni Triana, Ira Setianari, Mahendra, Fajri Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kelalaian
Medis Oleh Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 5, no. 1 (January
6, 2023): 1046-52.

13 Muhammad Afzal, “Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter,” Jurnal Ilmiah Mandala
Education 3, no. 1 (April 2017): 435-44.

4 Tri Putri Simamora, Sonya Airini Batubara, Indra Efrianto Napitupulu, Robinson Tamaro Sitorus,
“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum,” A/-Adl: Jurnal
Hukum 12, no. 2 (July 23, 2020): 270-79

15 Evander Reland Butar Butar dan Suteki, “Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter”,
QISTIE, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 43.
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Kasus ini bermula pada 28 April 2016, ketika Tatok Poerwanto menjalani operasi katarak
di Surabaya Eye Clinic yang ditangani oleh Dr. Moestijab. Setelah operasi, pasien
mengalami nyeri dan penurunan penglihatan yang tidak wajar.Dokter menyatakan kondisi
tersebut normal, namun kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Graha Amerta dan
akhirnya ke Singapore National Eye Centre. Hasil pemeriksaan di Singapura menunjukkan
bahwa tindakan medis yang dilakukan di Surabaya Eye Clinic menyebabkan kebutaan
permanen pada mata Kiri pasien.

Tatok menggugat Dr. Moestijab dan Klinik Mata Surabaya atas dasar malpraktik dan
wanprestasi. Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya menolak gugatan
tersebut. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 181/K/Pdt/2021
mengabulkan gugatan dan menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 1,26 miliar
secara tanggung renteng. Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Dr. Moestijab
ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1037 PK/Pdt/2023, yang
menguatkan putusan kasasi sebelumnya.

Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Untuk menetukan seorang pelaku
perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat
antara kesalahan dan ganti rugi yang ditimbulkan.'® Seorang dokter selain dapat dituntut atas
dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut diatas, dapat pula dituntut atas dasar
lain, sehingga menimbulkan kerugian.?” Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal
1366 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut : “setiap orang bertanggungjawab tidak
saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” 8

Pada kasus ini pasien tidak mendapatkan penjelasan secara tertulis maupun lisan tentang
cara pelaksanaan tindakan yang akan dialami penggugat sebagai pasien selama dan sesudah
tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin akan terjadi, pasien tidak
mendapatkan informasi, metode operasi apa yang akan dilakukan oleh dokter sehingga
menghancurkan lensa mata yang mengalami katarak, keadaan sesungguhnya yang dialami
oleh penggugat pasca operasi, akibat-akibat setelah operasi. Keberadaan informed consent

tidak semata mata hanya untuk keperluan persetujuan tertulis semata, namun lebih luas

16 Riedel Timothy Runtunuwu, “Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan
Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Lex Administratum 10, no. 1 (January
17, 2022): 240-48.

7 Ibid

13 Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
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mencakup hingga perlindungan kepada kedua pihak. Untuk itu, dokter wajib mengurus
proses kelengkapannya dari awal.'® Dokter yang tidak menjaga kelengkapan persetujuan
medis dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
1) Hukum Perdata
2) Hukum Pidana
3) Hukum Administrasi
Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum keperdataan berdasarkan
wanprestasi. Dalam suatu pejanjian, satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain
berkewajiban berprestasi. Dimana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dalam hal ini
bisa dokter maupun pasien.?’ Sebaliknya dokter atau pasien bisa sebagai pihak yang
berkewajiban untuk memenuhi perstasi. Dokter bertanggung jawab dalam hukum perdata
jika ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya (Ingkar janji). Yaitu tidak memberikan
perstasinya sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan yang melanggar hukum
menurut Pasal 1234 KUHPerdata, persentasi itu dapat berupa, memberikan sesuatu, berbuat
sesuatu, tidak berbuat sesuatu.?
Tindakan dokter yang dapat dikatagorikan wanprestasi antara lain:
a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat.
c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak
sempurna.
d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.
Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum pidana. Tanggung jawab hukum
(liability) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan atau perilaku yang memiliki
konsekuensi hukum. Dalam konteks dunia medis, tanggung jawab seorang dokter sangat
berkaitan dengan profesi kedokteran itu sendiri. Artinya, tanggung jawab hukum muncul
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dokter sebagai bagian dari profesinya. Sebagai
seorang pasien juga membutuhkan perlindungan hukum pidana atas kelalaian dokter yang
mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Perlu juga adanya

kewajiban dokter untuk melindungi hak pasien sebagai bentuk perlindungan dokter terhadap

191 Mutia Filia, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik
Operasi Bedah Jantung,” Jurnal Esensi Hukum 1, no. 1 (December 18, 2019): 96—-109.

20 Vicky Novriansyah, Syahruddin Pasamai, Anzar, “Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam
Prespektif Hukum Perdata,” Journal of Lex Generalis (JLG) 2, no. 3 (2021): 957-71.

21 Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
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pasien karena pada hakikatnya pasien tidak mudah membuktikan kesalahan yang telah
dilakukan oleh pihak medis, terlebih lagi jika pasien kurang berkomunikasi dengan dokter.??

Tanggung jawab pidana muncul apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa telah
terjadi kesalahan profesional, seperti kesalahan dalam menegakkan diagnosis, atau
dalam tindakan pengobatan maupun perawatan yang diberikan.?® Dari sudut pandang
hukum, kesalahan-kesalahan tersebut saling berkaitan dengan unsur melawan hukum, yakni
tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab
secara hukum.?*

Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum administrasi. Administrative
malpractice terjadi apabila seorang dokter melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam
hukum administrasi negara.?> Contoh dari pelanggaran ini antara lain: berpraktik tanpa izin
resmi, melakukan tindakan medis yangtidak sesuai dengan izin yang dimiliki,
menggunakan izin praktik yang sudah tidak berlaku (kedaluwarsa), serta tidak membuat
rekam medis pasien sebagaimana diwajibkan.

Dalam kasus ini termasuk perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang
yakni Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin
Profesional Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3 ayat (2) yaitu melakukan praktik kedokteran
dengan tidak kompeten. Selain itu, terhadap kasus ini perbuatan dokter melanggar hak pasien
yang dijamin oleh hukum, yakni hak pasien untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan medis. Perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar
operasional prosedur dalam tindakan operasi tanam lensa terhadap pasien bertentangan
dengan kewajiban hukum sebagai seorang dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf
a Undang-Undang Praktik Kedokteran. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, unsur
pertama yaitu adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini terpenuhi

Adanya kesalahan, kesalahan ini ada 2 (dua), bisa terjadi karena kesengajaan atau karena
kealpaan atau kelalaian. Yang terjadi karena kesengajaan yaitu ada kesadaran yang dari
orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu merugikan orang lain. Sedangkan

terjadi karena kealpaan yaitu adanya perbuatan yang mengabaikan atau kurang hati-hati

22 Muhammad Afzal, “Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter,” Jurnal Ilmiah Mandala
Education 3, no. 1 (April 2017), h. 436.

23 Meli Hertati Gultom, “Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut
KUHP,” Visi Sosial Dan Humaniora (VSH) 3, no. 2 (December 28, 2022): 198-214.

2 Ibid

25 Dimas Cahyo Widhiantoro, “Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di
Indonesia,” Lex Administratum 9, no. 9 (October 21, 2021): 103—12.
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dalam bertindak sehingga menimbulkan kerugian. Menurut Pasal 1366 KUH Perdata
menentukan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena lalai atau
kurang hati-hati.”?® Dalam kasus ini pihak dokter tersebut lalai atau kurang hati-hati dalam
bertindak sehingga menimbulkan cacat permanen pada pasien.

Adanya kerugian, adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Kerugian ini terbagi menjadi 2
(dua) yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang
dialami oleh pasien berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga pasien dalam
menjalankan pengobatan. Sedangkan, kerugian immateriil yang dialami oleh pasien
berdasarkan hasil dari keterangan dokter yang mengatakan, bahwa mata pasien telah
mengalami kerusakan permanen yang berujung kebutaan pada kedua matanya yang
disebabkan dari operasi tanam lensa yang dilakukan oleh dokter serta lalainya dokter pada
kasus ini dalam melakukan tindakan asuhan medis pasca operasi.?’

Kewajiban untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum adalah bagi pihak
yang merasa haknya dilanggar, bagi pihak tersebut harus membuktikan bahwa haknya telah
dilanggar sesuai Pasal 1865 KUH Perdata. Mengenai pembuktian dalam hal kasus pelayanan
kesehatan, pasien biasanya kesusahan untuk membuktikan. Maka dari itu dapat digunakan
cara lain yaitu dengan menggunakan Doktrin Res Ipsa Loquitar, doktrin ini merupakan suatu
bukti tentang suatu fakta atau sejumlah fakta dari fakta-fakta mana suatu kesimpulan yang
masuk akal itu dapat ditarik.® Doktrin ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi
pihak korban dari perbuatan melawan hukum itu, karena dalam kasus-kasus tertentu sangat
sulit untuk membuktikan adanya unsur kelalaian, apalagi jika bukti-bukti perbuatan
melawan hukum tersebut pelaku memiliki bukti yang cukup baik atau dalam kontrol pihak
pelaku, tetapi sulit dikumpulkan oleh korban dan karena hal itu tidak adil bagi korban untuk
menanggung sendiri akibat dari perbuatan yang sebenarnya merupakan kelalaian dari pihak

lain tersebut.?®

KESIMPULAN

26 Pasal 1366 KUH Perdata

27 Saliya Said, Marianus Yohanes Gaharpung, Hesti Armiwulan, “Tanggung Gugat Dokter Spesialis Mata Yang
Mengakibatkan Kebutaan Permanen Pasien,” CALYPTRA 9, no. 2 (May 2021): 1-6.

28 Ibid

2 Ibid, h.5.
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1. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik adalah hubungan
kontraktual (perikatan), baik secara tertulis maupun lisan yang didasarkan pada
kepercayaan, kejelasan informasi dan diatur oleh peraturan undang-undang. Hubungan
ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

2. Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik mencakup beberapa bagian
penting dari upaya menjamin hak-hak pasien dan mencegah terjadinya malpraktik medis.
Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/pk/pdt/2023 pasien mendapatkan
perlindungan hukum berupa ganti rugi atas dasar wanprestasi, dimana dokter terbukti

melakukan perbuatan melawan hukum.
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